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Indonesia, karena bertujuan untuk
PENDAHULUAN menjaga keadilan dan kesetaraan

Penyelesaian sengketa dalam transaksi yang diatur oleh

memegang peranan penting dalam hukum Syariah. Prinsip-prinsip

ekonomi syariah, terutama di ekonomi Islam berlandaskan pada

nilai-nilai keadilan dan saling
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menguntungkan, yang menekankan
perlunya mekanisme yang efektif
untuk menangani sengketa yang
muncul  dalam  konteks  ini
&  Witro, 2022).
Pertumbuhan sektor keuangan dan

(Nurjaman

transaksi  syariah =~ memerlukan
kerangka hukum yang kuat untuk
mendukung praktik yang adil dan
mengurangi konflik antara pihak-
pihak yang terlibat, sejalan dengan
ajaran Islam yang menekankan
keadilan sosial dan kesejahteraan
ekonomi (Aziz & Sasongkojati, 2022).
Lanskap

ekonomi syariah di

Indonesia  mencakup  berbagai
sektor, termasuk produk halal dan
perbankan syariah, yang menyoroti
urgensi penanganan sengketa di
sektor-sektor ini untuk memastikan
perkembangan yang berkelanjutan
(Willya, 2023).

Dalam membahas penyelesaian
sengketa dalam ranah ekonomi
syariah di Indonesia, terdapat dua
konsep kunci yang muncul: choice of
law dan choice of forum. Choice of
law mengacu pada pemilihan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku
untuk suatu sengketa, sementara
choice of forum berkaitan dengan
yurisdiksi tempat sengketa akan
disidangkan atau diajukan ke
arbitrase. Kedua pilihan ini sangat
relevan dalam hukum ekonomi
syariah di Indonesia, karena
keberadaan berbagai sistem hukum
baik sekuler maupun agama dapat

menimbulkan kompleksitas dalam

penyelesaian sengketa (Judijanto,
2024). Sebagai contoh, Pengadilan
Agama diberi kewenangan untuk
menangani sengketa ekonomi yang
berkaitan dengan syariah, namun
kewenangannya  kadang-kadang
dipertanyakan karena tumpang
tindih dengan pengadilan
konvensional  (Hariyanto, 2023;
Rasyid & Putri, 2019). Kompleksitas
ini membutuhkan pedoman yang
jelas  mengenai  kapan  dan
bagaimana sengketa harus
diselesaikan berdasarkan hukum
syariah, agar kepastian hukum tetap
terjamin bagi semua pihak yang
terlibat.
Urgensi pembahasan ini
semakin jelas mengingat pesatnya
pertumbuhan dan  diversifikasi
praktik bisnis yang berbasis syariah.
Seiring dengan berkembangnya
bisnis berbasis syariah, permintaan
terhadap kerangka hukum yang
dapat mengelola sengketa secara
efektif sambil tetap
mempertahankan  prinsip-prinsip
Islam semakin meningkat (Warman
& Hayati, 2022). Pembentukan
lembaga seperti Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS)
menunjukkan pengakuan terhadap
kebutuhan akan mekanisme
penyelesaian sengketa alternatif
(ADR) vyang beroperasi sesuai
dengan  prinsip-prinsip  Islam,
memberikan  penyelesaian yang
lebih cepat dan adil tanpa beban

litigasi formal (Rosidah & Mahfiana,
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2020). Lebih lanjut, kemampuan
lembaga-lembaga ini untuk
menegakkan resolusi dan
melakukan mediasi memperkuat
peran mereka dalam
mempromosikan stabilitas ekonomi
dan membangun  kepercayaan
dalam lanskap keuangan syariah
(Musjtari et al., 2019).

Seiring dengan pesatnya
perkembangan sektor hukum bisnis
syariah di Indonesia, sebuah kajian
kritis mengenai mekanisme
penyelesaian sengketa, khususnya
implikasi dari choice of law dan
choice of forum, menjadi sangat
penting. Menjamin bahwa struktur
hukum sejalan dengan prinsip-
prinsip syariah dan kebutuhan
praktis pasar akan menjadi kunci
untuk mempertahankan
pertumbuhan dan melindungi hak-
hak pihak-pihak yang terlibat dalam

transaksi ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN
Metode
digunakan dalam studi ini adalah

penelitian yang

pendekatan  penelitian normatif

dengan analisis peraturan
perundang-undangan dan studi
kasus. Pendekatan ini dipilih karena
tujuan penelitian adalah untuk
menganalisis penerapan prinsip
Choice of Law dan Choice of Forum
dalam konteks sengketa ekonomi
syariah di  Indonesia, yang

membutuhkan pemahaman

mendalam  tentang  peraturan
hukum  yang  berlaku, serta
penerapan praktisnya dalam

penyelesaian sengketa (Sugiyono,
2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip choice of
law dalam sengketa ekonomi syariah
di Indonesia merupakan area hukum
yang sangat kompleks, karena
melibatkan interaksi antara
kerangka hukum agama dan
nasional. Praktik dan regulasi
kontrak

mengharuskan pemahaman tentang

ekonomi syariah
bagaimana berbagai sistem hukum
dapat hidup berdampingan dan
terkadang saling bertentangan,
menjadikan prinsip choice of law
sangat penting untuk penyelesaian
sengketa yang efektif.

Kontrak-kontrak

syariah umumnya diatur oleh

ekonomi

hukum Islam, yang menyediakan
kerangka transaksi dan penyelesaian
sengketa yang khas (Hadiat, Ija
Suntana, Ahmad Hasan Ridwan,
2024). Namun, pelaksanaan kontrak-
kontrak ini seringkali menghadapi
tantangan ketika bertemu dengan
hukum sipil Indonesia. Sebagai
contoh, Pengadilan Agama memiliki
kewenangan untuk menangani

sengketa yang timbul dari kontrak-

kontrak syariah, namun
kewenangannya sering
dipertanyakan  karena  adanya
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berbagai  interpretasi  terhadap
prinsip-prinsip Islam dan dinamika
sosial-politik yang berkembang di
Indonesia (Hasan & Mustafa, 2022).

Selain itu, Badan Arbitrase Syariah

Nasional (BASYARNAS)
menawarkan alternatif bagi
Pengadilan Agama dengan
memberikan mekanisme
penyelesaian  sengketa  melalui

arbitrase yang dapat lebih fleksibel
dan efisien, tetapi ini justru semakin
memperumit penerapan prinsip
choice of law karena adanya
perbedaan sistem dan aturan yang
diterapkan di = masing-masing
lembaga (Hasanah, 2021; Minardi,
2020). Hal ini membuat pentingnya
pemahaman akan standar hukum
syariah dan interaksinya dengan
sistem hukum Indonesia secara lebih
luas, serta pentingnya klausul
arbitrase yang jelas dalam kontrak-
kontrak untuk menentukan
yurisdiksi yang berlaku (Triana,
2018).

Namun, penerapan prinsip
choice of law menghadapi berbagai
tantangan  signifikan, terutama
terkait dengan integrasi hukum
syariah dalam sistem hukum
Indonesia yang kompleks. Salah satu
masalah utama adalah tingkat
kepercayaan  publik  terhadap
lembaga-lembaga hukum, termasuk
Pengadilan ~Agama, di mana
persepsi adanya keberpihakan dan
ketidakefisienan sering menghambat

efektivitas ~ pengadilan  dalam

menangani sengketa (Hariyanto,
2022). Selain itu, terbatasnya jumlah
hakim yang terlatih dalam bidang
ekonomi syariah menimbulkan
kekhawatiran mengenai kesiapan
pengadilan  untuk  menangani
sengketa ekonomi syariah secara
efektif (Afriana & Kusmayanti,
2021). Regulasi prosedural yang ada
untuk sengketa keuangan syariah
pun  seringkali = menunjukkan
kekurangan, seperti proses yang
panjang dan aturan yang tidak jelas,

yang bisa menghalangi pihak-pihak

yang bersengketa untuk
memanfaatkan mekanisme
penyelesaian  sengketa  dengan

optimal (Abdullah & Wijaya, 2019).
Selain itu, masih ada kekurangan
dalam sistem hukum yang mengatur
bentuk
sengketa, seperti ketidakcukupan

beberapa penyelesaian
sistem pengadilan elektronik, yang

semakin ~ menyoroti  perlunya
reformasi besar dalam sistem hukum
Indonesia  untuk  memfasilitasi
proses penyelesaian yang lebih
efisien (Afriana & Kusmayanti,
2021).
Hambatan lainnya adalah
persepsi budaya terhadap hukum
syariah dan kewenangannya dalam
menangani  sengketa  ekonomi.
Interaksi ~antara  prinsip-prinsip
Islam dan hukum nasional sering
kali  menyebabkan  ambiguitas
mengenai standar hukum mana
yang berlaku dalam situasi tertentu,

terutama ketika sengketa melibatkan
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pihak-pihak yang berasal dari latar
belakang budaya yang berbeda
dalam konteks Indonesia (Utama,
2020). Sebagai contoh, masih ada
tantangan yang berlanjut terkait
dengan penegakan kontrak-kontrak
yang  tidak  secara  eksplisit
menyebutkan  yurisdiksi  atau
metode penyelesaian sengketa yang
disepakati oleh para pihak, yang
seringkali menyebabkan komplikasi
lebih lanjut saat proses litigasi
dimulai (Anwar et al., 2019).
Penerapan prinsip choice of
law dalam sengketa ekonomi syariah
di Indonesia merupakan masalah
yang kompleks, yang melibatkan
interaksi antara hukum agama,
sistem hukum nasional, serta
konteks yang terus berkembang
terkait dengan kepercayaan publik
dan kapasitas institusional. Dengan
semakin meningkatnya popularitas
arbitrase dan mediasi sebagai
metode  penyelesaian  sengketa
alternatif, upaya reformasi yang
berkelanjutan =~ menjadi  sangat
penting untuk memastikan bahwa
Pengadilan Agama dan
BASYARNAS dapat beroperasi
dengan efektif dan adil dalam
menghadapi lanskap hukum yang
kompleks ini. Pengakuan terhadap
pentingnya

implementasi

menyesuaikan
praktis untuk
memenuhi rasionalitas hukum dan
dimensi sosiokultural akan menjadi
kunci bagi masa depan penyelesaian

sengketa ekonomi syariah di

Indonesia.

Choice of Forum dalam Sengketa
Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa
ekonomi syariah di Indonesia
melibatkan berbagai forum yang
masing-masing memiliki kelebihan
dan kekurangannya terkait efisiensi,
kewenangan hukum, dan kepatuhan
terhadap  prinsip-prinsip  Islam.
Pemilihan forum yang tepat sangat
krusial karena dapat memengaruhi
hasil sengketa yang timbul dalam
konteks transaksi yang sesuai
dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, forum utama
untuk  penyelesaian  sengketa
ekonomi  syariah antara lain
Pengadilan Agama, Pengadilan
Negeri, dan arbitrase, khususnya

melalui Badan Arbitrase Syariah

Nasional (BASYARNAS).
Pengadilan Agama memiliki
kewenangan absolut dalam
menangani  sengketa  ekonomi

syariah, seperti yang ditegaskan
dalam putusan Mahkamah
(Wahyudi, 2019).
Pengadilan ini secara khusus

Konstitusi

ditugaskan untuk menangani kasus-
kasus yang melibatkan keuangan
dan perbankan syariah, yang selaras
dengan prinsip-prinsip
syariah(Rasyid & Putri, 2019). Para
hakim di
menerapkan prinsip-prinsip Islam

Pengadilan Agama

dalam keputusan mereka,
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memberikan kerangka penyelesaian
sengketa yang sesuai dengan budaya
dan agama, yang memberikan rasa
kedekatan dan relevansi bagi para
pihak yang bersengketa (Rosidah,
2020).

Di sisi lain, Pengadilan Negeri,
meskipun diizinkan untuk
menangani beberapa aspek sengketa
ekonomi  syariah, sering kali
kekurangan pengetahuan khusus
yang dibutuhkan untuk menangani
kasus-kasus ini secara efektif. Hal ini
dapat menyebabkan inkonsistensi
dalam putusan, terutama dalam area
yang sangat diatur oleh hukum
syariah. Sengketa yang melibatkan
kebangkrutan dan restrukturisasi
sering kali ditangani di Pengadilan
Negeri, yang memperumit lanskap
yurisdiksi (Wahyudi, 2019).

Arbitrase melalui
BASYARNAS Dberfungsi sebagai
mekanisme penyelesaian sengketa
alternatif yang semakin digemari
dalam komunitas bisnis karena
kecepatan dan efisiensinya. Proses
arbitrase ini sejalan dengan prinsip-
prinsip syariah dan menyediakan
forum untuk menyelesaikan
sengketa di luar sistem pengadilan
formal, yang sering dipandang
lambat dan memusingkan(Masse &
Muhammad, 2018). Selain itu,
klausul arbitrase dalam kontrak
meningkatkan prediktabilitas dan
daya paksa penyelesaian sengketa,
yang sangat penting untuk
membangun kepercayaan dalam

transaksi keuangan syariah (Rosidah
& Mahfiana, 2020).
Setiap forum memiliki
keuntungan dan kekurangannya
masing-masing. Misalnya,

Pengadilan Agama mempercepat

penyelesaian  sengketa  dengan
memanfaatkan hakim yang
berpengetahuan dalam  hukum

syariah, memungkinkan pendekatan
yang sesuai dengan budaya dan
konteks konflik.

keterlambatan

Namun,
prosedural  dan
kemungkinan perbedaan penafsiran
terhadap figh Islam dapat dianggap
sebagai kekurangan (Hamzah &
Tenri, 2019; Siswajanthy & Abid,
2021).

Sebaliknya, Pengadilan Negeri
mungkin menawarkan dasar yang
lebih netral, tetapi sering kali tidak
memiliki tingkat keahlian yang sama
dalam hukum ekonomi syariah.
Kesenjangan ini dapat menyebabkan
ambiguitas hukum dan hasil yang
tidak menguntungkan bagi pihak
yang mengharapkan penyelesaian
yang didasarkan pada prinsip-
prinsip Islam (Zulhefni, 2018).

Arbitrase melalui
BASYARNAS, meskipun cepat dan
efisien, memerlukan perancangan
kontrak  yang cermat untuk
memastikan dapat dilaksanakannya
keputusan arbitrase. Pihak-pihak
yang bersengketa harus secara
eksplisit setuju untuk menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase, yang
tidak selalu terjadi, sehingga dapat
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menyebabkan komplikasi hukum
(Masse & Muhammad, 2018). Lebih
lanjut, proses arbitrase dapat
kekurangan pengawasan publik
yang ada dalam proses pengadilan,
yang bisa menjadi kekurangan
ketika transparansi diperlukan.
Penerapan praktik arbitrase
internasional dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah telah
menjadi tren yang cukup signifikan.
Menggunakan standar internasional
memungkinkan kerangka yang lebih
kuat untuk menyelesaikan sengketa
yang mungkin melibatkan pihak-
pihak dari berbagai yurisdiksi.
Praktik ini relevan mengingat
semakin berkembangnya bisnis-
bisnis yang berbasis syariah yang
beroperasi di pasar global (Hamzah
& Tenri, 2019).
Kerangka regulasi dari

lembaga arbitrase internasional
melengkapi ketentuan hukum lokal,
memberikan perlindungan
tambahan dan kejelasan bagi para
pelaku bisnis (Chatagnier & Lim,
2020). Menjamin bahwa kontrak-
kontrak mencakup klausul arbitrase
akan sesuai dengan ekspektasi
hukum domestik dan membantu
dalam menegakkan keputusan di
tingkat internasional, memberikan
keyakinan kepada pihak-pihak yang
terlibat untuk melaksanakan usaha
mereka melewati batas negara.
Pilihan forum dalam sengketa
ekonomi syariah di Indonesia adalah

masalah yang multifaset, dengan

berbagai keuntungan dan tantangan.
Memahami  nuansa-nuansa  ini
sangat penting bagi para pemangku
kepentingan dalam ekonomi syariah
untuk dapat menavigasi sengketa
dengan efektif. Interaksi antara
Pengadilan Agama, Pengadilan
Negeri, dan arbitrase mencerminkan
dinamika praktik hukum yang terus
berkembang di Indonesia,
khususnya saat negara ini berusaha
untuk mengintegrasikan perspektif
internasional dalam sistem

keuangan syariahnya.

Implikasi terhadap Penyelesaian
Sengketa Bisnis Syariah

Implikasi dari penyelesaian
sengketa bisnis syariah sangat
beragam, terutama terkait dengan
pilihan hukum dan forum, kepastian
hukum, efisiensi, serta faktor biaya
dalam penyelesaian sengketa. Setiap
elemen ini memiliki dampak yang
signifikan terhadap kelancaran dan
keberhasilan proses penyelesaian
sengketa dalam ranah bisnis yang
berbasis syariah.

Pertama-tama, pilihan hukum
dan forum sangat memengaruhi
efisiensi dalam proses penyelesaian
sengketa. Berbagai yurisdiksi dapat
menerapkan prinsip hukum dan
aturan prosedural yang berbeda,
yang dapat mempermudah atau
menghambat penyelesaian sengketa.
Sebagai contoh, integrasi mekanisme
penyelesaian  sengketa  daring
(online dispute resolution/ODR)
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telah merevolusi praktik tradisional,
menjadikannya lebih cepat dan lebih
mudah diakses, sehingga
menawarkan alternatif yang efisien
terhadap  prosedur  pengadilan
konvensional (Rule, 2020). Adopsi
kerangka kerja ODR dalam konteks
syariah berpotensi meningkatkan
kerjasama antar pihak untuk
mencapai penyelesaian yang bersifat
damai berdasarkan kerangka etika
yang sama, seperti yang disarankan
oleh potensi integrasi prinsip-
prinsip syariah dalam sengketa
komersial (Willya, 2023).
Selanjutnya, kepastian hukum
menjadi landasan penting dalam
mekanisme penyelesaian sengketa
yang efektif. Ketidakjelasan dalam
kerangka hukum dapat
menghambat resolusi yang cepat
dan mengarah pada biaya yang lebih
tinggi, yang pada gilirannya dapat
mengurangi minat para investor dan
pengusaha dalam lanskap bisnis
syariah (Saputra et al, 2022).
Ketidakpastian hukum bisa muncul
akibat tumpang tindihnya undang-
undang atau prosedur hukum yang
kurang jelas, yang dapat menjadi
masalah  besar di  Indonesia,
ditunjukkan  oleh

penelitian yang mengkaji hak atas

sebagaimana

tanah dan hukum administrasi
negara (Widiyono & Khan, 2023).
Oleh karena itu, penting untuk
membangun kerangka hukum yang
jelas dan sejalan dengan prinsip-
prinsip komersial syariah serta

sistem hukum nasional, guna
membangun  kepercayaan dan
mendorong investasi dalam usaha
bisnis syariah.

Efisiensi dan dampak biaya juga
merupakan pertimbangan utama
dalam lanskap penyelesaian
sengketa. Literatur menunjukkan
bahwa metode penyelesaian
sengketa alternatif (ADR), termasuk
mediasi dan arbitrase, dapat
menyediakan cara penyelesaian
sengketa yang lebih hemat biaya dan
menjaga hubungan bisnis tetap
terjaga (Crisyanti et al., 2023). Dalam
konteks di mana pihak-pihak yang
berbasis syariah mencari
penyelesaian, metode-metode ini
sangat relevan, karena mereka
menekankan pada rekonsiliasi dan
pembangunan konsensus (Harjono,
2023). Kerangka kerja semacam ini
dapat mengurangi beban pada
sistem peradilan formal sambil
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan kerjasama antar pemangku
kepentingan (Khairunnisak et al.,
2024).

Di Indonesia secara khusus,
hukum positif memainkan peran
penting dalam mediasi sengketa
ekonomi syariah. Kerangka hukum
tersebut mengakomodasi prinsip
choice of law dan choice of forum,
yang sering menekankan pada adat
lokal dan ajaran Islam. Penerapan
prinsip-prinsip ini sangat penting
untuk  menyelaraskan  proses

penyelesaian sengketa yang
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menghormati ajaran agama

sekaligus mematuhi hukum
nasional. Dalam hal ini, contoh
sukses dari mediasi dan arbitrase
dalam transaksi keuangan dan bisnis
syariah dapat memberikan wawasan
yang berharga mengenai bagaimana
kerangka kerja tersebut dapat
diterapkan secara praktis untuk
meningkatkan kepastian hukum dan
efisiensi operasional (Gayo, 2022).
Evolusi mekanisme
penyelesaian sengketa, khususnya
dalam konteks bisnis syariah, sangat
dipengaruhi oleh pilihan-pilihan
yang dibuat terkait dengan hukum
yang berlaku dan forum yang
dipilih, kejelasan kerangka hukum,
serta adopsi metode penyelesaian
sengketa yang efisien. Interaksi
antara elemen-elemen ini
menciptakan  infrastruktur yang
kokoh yang dapat mendukung atau
merusak lingkungan bisnis di

Indonesia dan wilayah serupa.

Analisis  Kasus-kasus  Sengketa
Ekonomi Syariah

Analisis sengketa ekonomi
syariah di Indonesia
mengungkapkan adanya interaksi
yang kompleks antara Pengadilan
Agama dan Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS), terutama
terkait dengan pilihan hukum dan
forum. Sengketa ekonomi syariah
timbul dari transaksi ekonomi yang
diatur oleh hukum Islam, dan

penyelesaiannya sangat dipengaruhi
oleh yurisdiksi serta kewenangan
dari masing-masing organisasi yang
terlibat.

Keputusan Mahkamah
Konstitusi No. 93/PUU/X/2012
menetapkan kewenangan
Pengadilan Agama untuk
menangani  sengketa
syariah, meskipun bukti empiris
menunjukkan  bahwa  sengketa,
khususnya yang berkaitan dengan
kebangkrutan, terkadang diajukan
ke pengadilan niaga (Heriyah &
Santiago, 2021). Perbedaan antara

ekonomi

kewenangan hukum dan praktik ini
menimbulkan pertanyaan penting
mengenai efektivitas dan
kepercayaan  publik  terhadap
mekanisme penyelesaian sengketa
tersebut. Sentimen publik
menunjukkan adanya skeptisisme
terhadap efisiensi dan keahlian
Pengadilan Agama, yang
mempengaruhi kemampuan mereka

dalam menangani sengketa secara
efektif (Aziz & Sasongkojati, 2022).

Kerangka hukum  untuk
penyelesaian sengketa ekonomi
syariah mencakup berbagai

prosedur yang ditetapkan oleh
hukum Indonesia, seperti Peraturan
Mahkamah Agung No. 14 Tahun
2016 tentang Prosedur Sengketa
Ekonomi Syariah, yang bertujuan
untuk menyediakan proses yang
lebih cepat dan murah (Siswajanthy
& Abid, 2021). Penyederhanaan
prosedural ini dimaksudkan untuk
meningkatkan akses keadilan di

204



Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 3 Nomor 2 Oktober 2024

Pengadilan Agama, sejalan dengan
prinsip-prinsip hukum syariah yang
menekankan keadilan dan ketepatan
waktu. Selain itu, ada
kecenderungan
berkembang untuk memanfaatkan
arbitrase sebagai metode
penyelesaian sengketa alternatif,
karena potensi untuk penyelesaian
yang lebih cepat dan tidak terlalu
formal dibandingkan proses
pengadilan.

yang  semakin

Aspek penting dalam analisis
ini adalah mengevaluasi studi kasus
nyata. Misalnya, dalam sengketa
pembiayaan murabaha yang terjadi
di bank syariah rural Klaten,
Pengadilan Agama Klaten
memvalidasi kontrak tersebut dan
memutuskan kompensasi materiil
atas pihak yang ingkar janji
(Dzatihanani & Rosyadi, 2019). Studi
kasus semacam ini menggambarkan
penerapan praktis prinsip-prinsip
syariah dan keputusan pengadilan,
yang menunjukkan kemampuan
pengadilan ~ dalam  mengadili
berdasarkan hukum Islam sesuai
dengan regulasi yang telah
ditetapkan.

Hubungan antara Pengadilan
Agama dan BASYARNAS sangat
penting. BASYARNAS berfungsi
sebagai lembaga arbitrase khusus
yang dimaksudkan untuk
menangani sengketa syariah secara
efektif, namun kewenangannya
tumpang tindih dengan Pengadilan
Agama.  Struktur  penyelesaian
sengketa dua tingkat ini dapat

menyebabkan kebingungannya
mengenai yurisdiksi yang tepat,
yang menuntut adanya pedoman
yang lebih jelas untuk meningkatkan
efisiensi operasional dan koherensi
(Minardi, 2020). Ada kebutuhan
yang diakui untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai
efektivitas arbitrase dalam sengketa
ekonomi syariah dan bagaimana
mekanisme ini dapat diselaraskan
dengan konteks hukum nasional.

Secara keseluruhan,
penyelesaian sengketa ekonomi
syariah di Indonesia  sangat
bergantung pada dinamika antara
Pengadilan Agama dan
BASYARNAS. Meskipun kerangka
hukum memberikan pedoman yang
diperlukan, efektivitas mekanisme
ini di dunia nyata terus berkembang,
dipengaruhi  oleh  kepercayaan
publik dan efisiensi prosedural.
Kesadaran akan keterbatasan dan
tantangan yang terus ada di kedua
forum ini sangat penting untuk
reformasi dan optimalisasi praktik
penyelesaian sengketa di masa
depan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip Choice of
Law dan Choice of Forum dalam
sengketa ekonomi syariah di
Indonesia menunjukkan dinamika
yang kompleks, yang melibatkan
interaksi antara sistem hukum
agama dan nasional. Choice of Law

berperan penting dalam
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menentukan hukum yang berlaku
dalam sengketa ekonomi syariah,
terutama karena adanya tumpang
tindih antara hukum syariah dan
hukum sipil Indonesia. Perbedaan
penafsiran dan penerapan prinsip
syariah, ditambah dengan tantangan
dalam implementasi hukum yang
tidak sepenuhnya jelas, mengarah
pada ketidakpastian hukum yang
dapat menghambat efisiensi
penyelesaian sengketa. Sementara
itu, Choice of Forum menunjukkan
keterkaitan ~yang kuat antara
Pengadilan Agama dan Badan
Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS), vyang keduanya
memiliki ~ kewenangan  dalam
menyelesaikan sengketa syariah,
namun

seringkali terdapat

kebingungannya mengenai
yurisdiksi yang berlaku. Hal ini
memerlukan pedoman yang lebih
jelas untuk memastikan efisiensi dan
kesesuaian dengan prinsip-prinsip
syariah.

Implikasi bagi penyelesaian
sengketa bisnis syariah sangat besar.
Penerapan Choice of Law dan
Choice of Forum yang tepat akan
meningkatkan kepastian hukum,
efisiensi, dan mengurangi biaya
dalam proses penyelesaian sengketa.
Dengan meningkatnya kepercayaan
terhadap mekanisme penyelesaian
sengketa syariah, seperti arbitrase
yang lebih cepat dan kurang formal
dibandingkan pengadilan, akan

mendorong perkembangan ekonomi

syariah di Indonesia. Namun,
tantangan besar masih ada terkait
dengan kepercayaan publik

terhadap  Pengadilan = Agama,
keterbatasan jumlah hakim yang
terlatih dalam hukum ekonomi
syariah, dan ketidakjelasan dalam
prosedur penyelesaian sengketa.
Oleh  karena itu, diperlukan
reformasi dan penyempurnaan
kerangka hukum, baik dalam hal
Choice of Law maupun Choice of
Forum, untuk mendorong
keberlanjutan dan kemajuan sektor
ekonomi syariah di Indonesia.
Penerapan prinsip-prinsip
Choice of Law dan Choice of Forum
yang harmonis dan jelas akan
memainkan peran penting dalam
memastikan ~ bahwa  sengketa
ekonomi syariah dapat diselesaikan
dengan adil, cepat, dan efisien, serta
mendukung  pertumbuhan dan
keberlanjutan ekonomi syariah di

Indonesia.
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